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BT'PATI KOITAWE SELATAN
PROVNTSI SUL/IWESI TEN(X}ARA

PE BUPATI KONAWE SELATNT
NoMoR Zb TATTUN 2O2O

TENTAT{G

RENCANA KER.IA PEMERINTNI DATRAII
KABTIPATEIT KOITAWE SEL/TTAIT TAIIUN 2O2I

DENGAN RAIIMAT TIIHAN YANG MAHA ESA
BI'PATI KONAWI SELATAIT,

a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan

di daerah guna mendukung pencapaian sasaran

pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan

program ke{a tahunan antara pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dan antar pemerintah daeratr

melalui rencana kerja pemerintah daerah;

b. bahwa untuk sinergi perencanaan program kerja

tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu pedoman untuk menJrusun rencana kerja

pemerintah daeratr;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2O2l'

Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
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Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +267)-;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 747, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286l.;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa2\;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 726, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOO);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOT Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;

7. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2oll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Iembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor a6631;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2006 tentang

Tata cara Pen5rususnan Rencana Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2006 Nomor 97, Tarrbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a66fl;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan T\.rgas Pembantuan (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunart

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 2L, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a3l7l;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OlO tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5103);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322l.;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun

2OLl tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 20lt Nomor 310);

17. Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

20ll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor

20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta

Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 13721;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 tahun 2Ol9

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor

1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2OL9

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot9

Nomor AaTl;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun

2O2O tentang Pedoman Pen5rusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2O2l{Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 590);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2O2O tentang Percepatan Penanganan Corona. Vints

Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2O2O Nomor

2a9;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor

10 tahun 2OOT tentang Urusan Pemerintahan yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe

Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2OO7 Nomor lO);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor

06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe

Selatan Tahun 2016-2021 (Lembar€u1 Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tatrun 2016 Nomor 6)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2Ot9

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-

2O2l (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2Ol9 Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor

08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

(Lembaran Daeratr Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2016 Nomor O8), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2019,

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Nomor 08 tahun 2016, tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat daerah Kabupaten Konawe

Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe

Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 1O);
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27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor

04 Tahun 2Ol9 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun

2O2O (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2Ol9 Nomor 04);

28. PeraturErn Bupati Konawe Selatan Nomor 72 Tahun

2Ol9 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun

2O2O (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2Ol9 Nomor 72);

MeaetapLan: PE

PEMERINTAII

20/21.

UEUUTUSKAN:

TENTANG

DAERAII KABUPATEN

REITCANA XER.'A

KONAWE SEUTTAN

BAB I
IIETEIITUAN I'UT'M

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur

pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disingkat BAPPEDA adalatr organisasi perangkat daerah yang

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

perencanaan pembangunan di daerah.



6. Pembangunan daerah addah pemanfaaatan sumber daya yang

dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang

nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, akses

terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, peningkatan

daerah maupun pembangunan manusia.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Tahun 2OO5-2O25 yang selanjutnya disebut

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk
periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005

sampai dengan Tahun 2025.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan

pembangunan daeratr untuk periode 5 (lima) tahun periode

2016-2021.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1

(satu) tahun atau disebut dengan rencana tahunan
pembangunan daerah.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja

PD adalah dokumen perenca.na€rn Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja

dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode

1 (satu) tahun.



13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

disingkat PPAS adalah ranc€rngan program prioritas dan patokan

maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat

Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penJrusunan

RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.

14. Anggarala Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daeratr yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada alftir periode perencanEran.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Daerah

untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh

alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 2

RKPD tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan

daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2O2l yang dimulai

pada tanggal 1 Januari 2O2O dan berakhir pada tanggal 31

Desember 2021.

BAB II
SISTE IKA RIIPD TAHI'IT 2O2T

Pasal 3

Sistematika RKPD Tahun 2O2l terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAI{ DAERAH



BAB V : RENCANA KER.IA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINER.IA PEI{YELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII : PENUTUP

BAB UI

PENN'SI'NAN DAN PEL/IITSANAAN RI(PD TAHUil 2O2I

Pasal 4

RKPD Tahun 2O2l secara rinci sebagaimana tercantum dalam

I"ampiran yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2O2l disusun berdasarkan visi, misi dan program

Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam RPJP Daerah.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai

pedoman bag Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA,

PPAS, dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

(1) Prioritas pemb€ulgunan daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Konawe

Selatan Tatrun 2O|6-2O2L, dan Prioritas Provinsi Sulawesi

Tenggara Tahun 2021.

(2) Prioritas pembangunan daeratr sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), secara rinci tercantum dalam L,ampiran yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Rencana

Anggaran

Pasal 7

Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun

2021, dikelompokkan sesuai dengan prioritas



pembangun€rn daerah yang secara rinci tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(2) Setiap Kepala OPD wajib mendukung pelaksanaan program

prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

XETENTUAN PENUTTIP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanglan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Konawe Selatan.
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